
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan 

: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 
! ' 

3.: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

BUPATI BOMBANA, 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pemilihan Kepala Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
• dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pelimpahan Kewenangan dalam Pemberian Izin bagi Pegawai 
Negeri Sipil yang akan menjadi Calon Kepala Desa di 
Kabupaten Bombana. 

1. ! Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
I Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

TENT ANG 
PELIMPAHAN ,KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL YANG AKAN MENJADI CALON KEPALA DESA 
DI KABUPATEN BOMBANA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR 15" TAHUN 2021 

BUPATI BOMBANA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

(,-. 



Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5.; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
! 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

, 5495); 
I 

6.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 
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8.! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bombana; 

12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Bombana; 

13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 97 Tahun 2020 tentang 
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Bombana Nomor 97 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum 
Tahun Anggaran 2021; 
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( 1) Bu pati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, 
pengendalian atas pelaksanaan kewenangan yang telah 
dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan kewenangan, Sekretaris Daerah 
wajib memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi dengan Perangkat Daerah teknis yang 
melaksanakan urusan pemerintah. 

Pasal 4 

BAB III 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

( 1) Bupati melimpahkan penandatanganan Izin sebagaimana 
i 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) kepada Sekretaris 
Daerah. 

(2) Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa diberikan setelah 
mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Perangkat 
Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 3 

' 

{1) Setiap PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala 
Desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 
satu kali pencalonan Kepala Desa. 

Pasal 2 

BAB II 

IZIN 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

8. Izin bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa 
yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan 
Bu pati atau Pejabat yang ditunjuk kepada PNS yang 
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. 
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· 1 

BERITA DA.ERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR . .Jf 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

I 1 t )! 

Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, ?j O!c-ro&cil- 2021 

TAFDI 

2. 

NO. · UNIT KERJA .PARAF 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, Jj Ofr"o (le~ 2021 

PARAF KOORDINASI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

I 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

tanggal pad a berlaku mulai lill 1eraturan 
Bupati 

diundangkan. 

Pasal 5 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
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